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ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan
dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan
pada si pembuat. Salafgsatu tindak pldana yang seripgaterjadi di indonesia adalah
Narkotlka Upay : : i menggunakan orang

L

‘I.' ipun  pihak
"; yalahgunaan

8l karena masih
w |Iayah hukum

Polda Riau

Masala jari pene Daga gakan hukum
terhadap tind@k arkotika yang 5 ebaga| kurir di
wilayah hu ukum terhadap
tindak pida urir di wilayah
hukum Pold

3 dalah penelitian
hukum obseflas S gan s penelitian ini adalah

deskriptif an

anaan penegakan
hukum terhada : dengan tindakan
preventif maupUR# re ‘ g Polda Riau selaku
penegak hukum 2 flalam pemberantasan
perempuan sebagal 2 Ka dfara kurangnya sarana dan

prasarana yang dimi a G Qik"Saat melaksanakan upaya
i | ! , kurangnya kerjasama

terkait perempuan sebagai kurir na & yang sedang terjadi di tengah-tangah
masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki penyidik saat
melakukan penyidikan.

Kata kunci : Penegak Hukum, Perempuan, kurir, Narkotika
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ABSTRACT

A criminal act is a human act that is contrary to the law, is threatened with
punishment by law, which act is carried out by a person who can be accounted for
and can be blamed on the maker. One of the crimes that often occur in Indonesia
is Narcotics. Efforts toaistribute narcotics illegally b ing people as distribution
0 distribute narcotlcs

orcement is
year in the

narcotics C . > Riau f gional Police

jurisdictio ) : aflainst narcotics
crimes co ‘(ﬂ' ﬂj’ Riau Regional
Police. '
2 ’ al law research
(Non-doctri ﬂ' S ive analytical.
The z, ained are the
implementati@p#e : )[i@8! couriers carried
out by pre D i ﬂ" e of Narcotics

Investigation
obstacles in e

% N

W 5ide, including the
e personnel when
carrying out reptés ale sonnel, and lack of
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

tinggi  untuk
ayat (3) UUD

r tingkah laku

Mertokusumo,

adalah “hukumn sébagali Im g _ 3 ah-kaidah dalam

dihormati serta ditaati tanpa pengecualian oleh siapa saja. Hal tersebut mampu
mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Manusia hidup pastinya mempunyai macam Kkepentingan dan

kebutuhan. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan serta kepentingannya, manusia

bersikap dan berbuat, supaya tidak merugikan orang lain dalam sikap dan
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perbuatannya, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu hukum

memberikan batasan bertingkah laku.

kebijakan hukugn pidana, menjadi suatu pepumpu dalam penegakan

mengatur

kebijakan ¢

kejahatan, ¢
kriminal.
bagian integra* A : #efence) dan upaya

kesejahteraa

tersebut. Tetapi penyesuaian tidakla fanya dapat berjalan dengan baik atau
memiliki keseimbangan menyeluruh dikarenakan ada sebagian orang yang tidak
dapat menyesuaikan dan mengikutinya. Sehingga menimbulkan suatu pelanggaran

terhadap aturan hukum.

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pelanggaran ataupun kejahatan

terhadap aturan yang berlaku maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana yang

2
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bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penegakan hukum dari tindak
pidana. Sistem ini pada intinya diberikan kepada aparat penegak hukum untuk

melaksanakan seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga

pakan dari upaya penegakan

. hagi &
H“““‘ .&a gbagai salah

lingkung it e T adeflan penegakan

hukum di |

merambah menjadi persoalan inte al. Hal ini disebabkan oleh efek yang
muncul dari narkotika itu sendiri yang sudah menyebar ke berbagai Negara.
Merebaknya perdagangan narkotika ke dalam lapisan masyarakat mulai luas, dari

lapisan masyarakat atas, menengah hingga lapisan masyarakat bawah pun mulai

mengenal narkotika. (Nurmalawaty, 2004, hal. 188)
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Perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi
kehidupan masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh besar

terhadap pola pikir setiap orang untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan

tersebut. Tetapi pe ‘ ‘ ‘ alan dengan baik atau
‘ - o -

yaitu deng

001-011). para bandar
narkotika, ; arat pe [ kukan berbagai
macam upa ak upaya yang

dilakukan oleh afindad amg telah dimasukkan

pengedar yang menggunakan jaket, dimasukkan ke dalam tumit sepatu yang sudah
di design dengan khusus, narkotika dimasukkan ke tas yang telah di design
sedemikian rupa pada sekat-sekat sehingga tidak bisa ditembus alat deteksi, dan
banyak cara lainnya selain dari contoh tersebut yang diharapkan kebanyakan para
pelaku kurir narkotika supaya tidak dicurigai dan lolos dari pemeriksaan aparat

yang berwenang.
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Seorang Perempuan dapat menjadi pelaku tindak pidana yang disebabkan
oleh banyak faktor, di masyarakat perempuan juga sering tidak mendapatkan

keadilan, pemberian stigma kepada wanita yang bertugas merawat dan mendidik

Penyalahgunaan
ndang-Undang
arkotika Nasional

berkedudukan di

peredaran narkotika harus diawasl St etat, agar terlaksananya tujuan dari UU

Narkotika, yakni :

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia
dari penyalahgunaan Narkotika;

3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika; dan
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4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi
penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan

ancaman sanksi yang tegas dan berat yakni ancaman berupa sanksi yang tegas dan

Akan te - a foemk ef€K’ pencegahan

terhadap tefjae _ G 8 - ya dilakukan
5 Tahun 2009

aflg menyalurkan,
: enfadifperantara dalam
an \nark galongan 1, dalam
O T & ika dengan Pasal
tahun dan paling
whukuman mati, pidana
ndad paling sedikit Rp.

perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima
narkotika golongan | sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam
bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)
batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,
pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”
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Dalam realitanya, walaupun sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung sanksi yang cukup berat namun

pelaku tindak pidana Narkotika sebagimana Perempuan sebagai Kurir/Perantara

terlaksana dengan baik. Maka dari itu perlu dicari tahu lebih baik bagaimana
penegakan hukumnya dan hambatan apa yang terjadi dalam penegakan hukum
terhadap perempuan sebagai kurir narkotika sehingga masih saja ada wanita

menjadi kurir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dengan

demikian penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul:
7
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“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DI

WILAYAH HUKUM POLDA RIAU”

tindak pidana

rir di wilayah

1. Untuk mengetahui pe Om terhadap tindak pidana narkotika
yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda

Riau.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak
pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah

hukum Polda Riau.
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Dan pada penelitian ini mempunyai harapan untuk memperoleh manfaat

sebagai berikut :

1. Untuk menagbah wawasan serta pengetahuan peneliti khususnya

perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum
yang berkaitan ataupun oleh aparat penegak hukum yang resmi oleh
Undang-Undang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjamin
berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat dan juga bernegara atau disebut juga penegak hukum.

(Kelsen, 2011, hal. 89)
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Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief ialah semua
kegiatan dari pada pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum
itu, keadilan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia,

ketertiban, ketenteraman serta kepastian hukum berdasarkan UUD 1945,

diatur oleh
adi. la juga
ﬂy putkan bahwa
FAukum dan juga

giflah serta pola
lap penegakan
N hukum itu
dang-undangan

hukum pidana

eriksaan pendahuluan.

¢ a substantive sendiri yang
memberikan bate dibutuhkan aduan terlebih
dahulu  sebagai ! pada delik-delik  aduan
(klachtdelichten). Ruang [IMOREP yang dibatasi ini disebut sebagai area
of no enforcement.

. Full enforcement, sesudah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang
bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement. Kemudian
dalam penegakan hukum ini aparat penegak hukum pun diharapkan
menegakkan hukum yang secara maksimal.

. Actual enforcement, Joseph Goldstein menyatakan bahwa full

enforcement dianggap not a realistic expectation, karena adanya
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk berupa waktu, alat-alat
investigasi, dana dan sebagainya, yang dari kesemuanya itu
mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya tersebut
yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang
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bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana ini menampakkan diri
sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang juga
melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan termasuk di dalamnya adalah
lembaga penasihat hukum.

Penerapan g andang melalui 3

merupakan suatu usaha

penegakan hukum pidana yang rasional yakni yang memenuhi rasa
keadilan berdaya guna. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum

pidana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :
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1) Faktor Hukum

Ada kalanya antara kepastian hukum dan keadilan menjadi

pertentangan dakam praktik penyelenggaraan aukum di lapangan. Hal ini

dari suatu keD® huk Peranan penegak hukum,

Q

RLTER
perilaku serta tingkah ™€ g penegak hukum mencerminkan
kepribadian dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dedikasi yang tinggi
pada profesinya adalah aparat penegak hukum yang bekerja secara
professional. Oleh karena itu, tugas dan kewenangan yang dijalankan oleh

aparat penegak hukum akan berjalan dengan baik pula.

12
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Penerapan peranan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada

beberapa hambatan yang kemungkinan dijumpai oleh penegak hukum,

diantaranya adalah :

ePDaya Manusia),
yang memadai.

baik jika sarana

yang sama. Taraf dari kepatuhah dan kesadaran hukum warga masyarakat
ada yang memang sangat sadar hukum, ada yang sedang da nada yang

kurang.

Peranan masyarakat sangat menentukan penegakan hukum. Karena
penegakan hukum ini bersumber dari masyarakat dan kembali pada

masyarakat. Jika telah sadar akan hukum, maka masyarakat pasti paham

13
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mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban mereka. Oleh

sebab itu, masyarakat akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka

sesuai dengan aturan yang berlaku.

an (rohaniah);
ilai inovetisme

berada pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga

muncul suatu keadaan yang tidak serasi.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena faktor-faktor
tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, dan hal tersebut adalah

tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.
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b. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian gasar dalam hukum pidana.

Hukum Pidana tanpa me sesuatu penjelasan yang dimaksud

dengan perkataan istilah strafbaar feit tersebut.

Dalam ilmu hukum ada beberapa pengertian tindak pidana atau
delik, Berikut pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak

pidana istilah (strafbaar feit):
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a. Profesor Doktor W.L.G Lemaire telah mengemukakan rumusan
mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut : Hukum
pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan
larangan-larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah
dikaitkan dengan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni

ghderitaan ya Dengan demikian dapat

Bt :

dan dalam
hkan, serta

ghpgaran norma
2ngan sengaja

seseorang yang
dan yang oleh
ﬁfv tindakan yang
1‘ awi, (2008:71)
aellng didefinisikan
aturan hukum

0) bahwa perbuatan
suatu aturan hukum

Sedang menurut Am yas, Tindak Pidana Merupakan suatu
istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum
sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri
tertentu pada peristiwva hukum pidana. Tindak pidana mempunyai

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti
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yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

(liyas, 2012, p. 18)

dapat di

yatakan sebagai

Kamus Besar Bahasa arkoba ialah “obat yang mampu
menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan efek

mengantuk”.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa inggris narcose
atau narcois yang berarti membius. Kata narkotika berasal dari bahasa

yunani narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

17
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Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian

narkotika adalah sebagai berikut :

djOI‘lO D menyatakan bahwa
adalah sejeg

yang dimaksud dengan
W‘ 3 ag bila dipergunakan
L 116 pbawa pengaruh

bl T ot R

aktif yang
yang dapat
esadaran dan
Kapfketergantungan
ntallg Narkotika di

ika adalah zat
ah heroin yang
unakan, tetapi
agangan gelap,
ydo morfhine.

dan dapat menlmbulkan
e dalam golongan-golongan

sebagaimana terlamg ndang-undang tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian narkotika,
maka disimpulkan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman yang mampu mengakibatkan penurunan, perubahan
kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan

khayalan atau halusinasi serta menyebabkan efek ketergantungan yang

18
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dibagi ke dalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam undang-

undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

3. Golongan Narketika

ptensi  tinggi mengakibatkan

ketergantungan.

Contoh: morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

c) Narkotika Golongan Il adalah narkotika yang berkhasiat pengoban
dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan

ketergantungan.
19
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Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

c. Pengertian Kurir

E.

I yang berada
dalam judu litian ini maka
peneliti me penafsiran yang
di luar jalur k

ng diharapkan dan
fokus kepada masal dari pengertian judul
yang ada:

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak
hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Arif, 1998, p.

56)
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Tindak Pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H adalah “Perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Wilayah Hukum Polda Riau ialah pelaksana tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Pattimura

13 Pekanbaru (28127), Riau. (Wikipedia, 2021)
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F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

juga turut andil melakukan penyalahgunaan narkotika termasuk menjadi

kurir narkotika. Padahal seharusnya perempuan menjadi panutan keluarga di

rumah terutama menjadi contoh anak-anaknya di rumah.
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c. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti

yang mempunyai arakteristik yang sama (hom gen). Sampel ialah sebagian

d. Data dan Sumber Data

a. Data primer, ialah data yang didapatkan secara langsung oleh
peneliti dari responden atau sampel. Data tersebut dapat
bersumber dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah,

pegawai swasta serta melalui sumber lainnya yang berkaitan
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langsung dengan pokok masalah yang diteliti (Syafrinaldi,

2017). Penulis melakukan wawancara dengan Direktur Reserse

Narkoba Polda Riau, Kasubag Min Op Dit Res Narkoba Polda

hukum primer, penulis memperoleh data berasal dari buku-
buku mengenai narkotika, narkoba, tindak pidana, dan juga
buku mengenai metode penelitian, jurnal-jurnal mengenai
narkotika serta skiripsi tentang narkotika.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memiliki

tujuan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap
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bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder (Ali,

2018, pp. 23-24). Penulis menggunakan kamus yang berada

di website KBBI.

e. Alat Peng

V8 N2

3
0
S,

o

T

AR
’

&

wae

%

Q
Penelitian bidang ‘ menggunakan metode penelitian
hukum observasi (Non-Doctrinal) atau survei, data dapat dianalisis secara
kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara
mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli

hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data

dan terakhir penyajian data. (Prof. Dr. H. Syafrinaldi, 2017)
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g. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk mengambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode

deduktif adalah penerikan kesimpulan dari yaag bersifat umum ke yang
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BAB I1

TINJAUAN UMUM

g terdapat dalam

Kewajiban tertentu

a. Peranan yang idead
Peranan ideal adalah awal terhadap terlaksananya suatu
kejadian yang kemudian diikuti apa yang telah dikerjakan oleh
pihak pertama. Peranan ini juga disebut sebagai peranan yang
seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain.

b. Peranan yang seharusnya (expected role)
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Peranan yang seharusnya ialah orang yang seharusnya

melakukan kegiatan sebelum orang lain melakukan kegiatan

terlebih dahulu. Peranan ini juga disebut sebagai peranan yang

hukum ataupun cita-cita hukum. Nilai-nilai tersebut haruslah mampu
diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-
nilai moral yang terkandung di dalam hukum tersebut mampu
diimplementasikan atau tidak. (Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu

Tinjauan Sosiologis, 2017, p. 7)
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Fungsi dari kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan Negara
di bidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan

masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya

gntraman masyarakat

““““ .Qa gar dalam
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di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor atau yang biasa disebut
dengan Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung

jawab kepada Kapolres.

Sebagai aparat penegak hukum di salam menjalankan fungsinya,
polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, diantaranya adalah:
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1. Asas legalitas, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai
aparat penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, yaitu kewajiban polisi dalam menangani
permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi karena
belum diatur dalam hukum.
S rt|5|pa5| yaltu dalam rangk@ni engamankan lingkungan

gngamanan swakarsa

si. lain agar
besar lagi
angi. (Sadjijono,

fungsi polisi
)lisisan Negara

ehingga fungsi

a .;u; ang menuntut polisi untuk
Q Aa®

mengetahui kapan dan Se ereka harus bertindak jika terjadi

pelanggaran besar di dalam masyarakat.

Kedudukan atau status dan peranan atau role harus dimiliki oleh
aparat kepolisian. Di dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok

kepolisian yaitu :
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a.

b.

C.

a.

b.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
Menegakkan hukum

Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan

rtentu lainnya.

memberikan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, kepolisian bertugas :

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan
kebutuhan;

Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Membuka masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga
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masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;
e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
f.  Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
g. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis
kepada. kepolisian khusus, penyidiepegawai negeri sipil serta
DE [lallaS

polisian;

@8, masyarakat
atan dan/atau
pertolongan

uk sementara
pihak yang

. Mencegah dan nt gtlangi timbulnya penyakit masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administrasi kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan Kkhusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret
seseorang;

I. Mencari keterangan dan barang bukti;

J.  Menyelenggarakan pusat informasi;
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k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pencegahan;

I. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan
pelaksanaan dalam pusat pengadilan, kegiatan instansi lain,
serta kegiatan masyarakat;

m. Meaésima dan menyimpan barag

emuan untuk sementara

‘*.r‘a‘ Q ‘@\&“‘ D@ ‘ Roya tersebut

<

e

; m 3 pentir idikan;

3 Eﬁﬁhm orang kepada penyidik dalam
rangka penyidike
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai serta menanyakan

serta memeriksa tanda pengenal;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

I.  Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umuum;

J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi dalam keadaan yang mendesak atau mendadak untuk

33



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan
tindak pidana;

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, sebab hukum dan

masyarakat terdapat suatu interelasi.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara,

yakni: (Muhammad, 2004, p. 311)
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1. Penegakan hukum secara preventif, yaitu suatu upaya yang
dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang

melawan hukum. Pendapat Muladi sebagaimana dikutip Rusli

a0 kan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan. (Pasal 1 butir 5 KUHAP)

b. Penyidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik untuk
mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP)

c. Penangkapan, vyakni suatu tindakan penyidik berupa
pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau
terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan
atau penuntutan dan/atau peradilan. (Pasal 1 butir 20 KUHAP)

d. Penahanan, yakni penempatan tersangka atau terdakwa di
tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim
dengan penetapannya. (Pasal 1 butir 21 KUHAP)
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e. Penuntutan, yakni tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang
berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus
oleh hakim di siding pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)

f.  Mengadili, yakni tindakan hakim untuk menerima, memeriksa
dapgmemutus perkara pidana berdasatkan asas bebas, jujur dan

ak.di i al 1 butir 9 KUHAP)

T : < € “
ﬁ’"’“’z@i%‘%‘ﬁ‘m '@

< at  berupa
< . (Pasal 1
=
; 0 2 KUHAP,
Gw ngan bukti itu

anh
:

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Sejarah Pengaturan Narkotika di Indonesia
Narkotika berawal dari bahasa Yunani yang berarti mati rasa atau
mengakibatkan lumpuh. Dari peradaban-peradaban kuno kita melihat

bahwa manusia suka melakukan berbagai terobosan agar segala kepedihan
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dan kesepiannya dapat dilupakan. jalan pintasnya adalah dengan cara
menelan obat yang melegakan, menghisap zat yang memberi kenikmatan,

atau mabuk-mabukan walaupun hanya bersifat untuk sesaat.

jarah, dikenal dengan

S L, '@3

pada mulanya pun tidak dilarang untuk penggunaannya, apalagi pada

upacara tertentu satu dua sekte mengaitkannya dengan keagamaan.

Tahun 1806 friedrich wilhelm seorang dokter dari westphalia
menemukan modifikasi candu yang diberi nama morphin (diambil dari

nama dewa mimpi Yunani yaitu Morphius). Pada tahun tersebut di
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Amerika serikat perang saudara pecah, morfin ini digunakan untuk
menghilangkan rasa sakit yang diakibatkan dari luka perang. Tahun 1874

Alder Wright seorang ahli kimia merebut cairan morphin dan asam

di Indonesia,
jenis narkotika
yang semakin

aturan ini lebih

Pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden
nomor 6 tahun 1971 tentang koordinasi tindakan dan kegiatan dalam usaha
mengatasi, mencegah dan memberantas masalah dan pelanggaran uang
palsu dan penggunaan narkotika. Akan tetapi instruksi presiden nomor 6
tahun 1971 masih belum dapat mencapai seluruh masalah tindak pidana

narkotika, hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan pengertian
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narkotika, tidak adanya badan khusus yang mengurus masalah narkotika

ini, dan pemberian sanksi yang ringan.

bidang

meredam kejahatan narkotika a menyeluruh, bahkan peredaran gelap
narkotika telah menyebar ke dalam seluruh lapisan yang ada pada
masyarakat. Dan kejahatan narkotika yang ada tidak lagi dilakukan secara

sendiri-sendiri  melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan

dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara rapi.
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Selain itu Indonesia juga sudah menerapkan undang-undang nomor
7 tahun 1997 yang diratifikasi dari konvensi perserikatan bangsa-bangsa

tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988.

1997 pemerintah

“‘\\‘ ‘ .@a

ingan pelayanan

umum MPR 2002 merekomendasikan kepada DPR RI serta presiden Rl
untuk melakukan perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun
1997erubahan ini  dalam rangka meningkatkan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang secara

nyata sudah merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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Saat ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Undang-Undang ini mempunyai

cakupan yang lebih luas baik dari ruang lingkup materi, segi norma, dan

angka waktu
yang diawasi,

melakukan

.‘&‘ gxon memakai istilah
<o

Offense atau G Qa ‘

BEUmBSkan bahwa Strafbaar Feit
| |\ |
ialah kelakukan yang dfé esalahan dan dilakukan oleh orang
yang mampu bertanggung jawab. Dan Van Hamel merumuskan delik
(Strafbaar Feit) ialah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-
undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan
kesalahan atau secara singkatnya melihat pada rumusan dari Vos yang

mengatakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-
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undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya
dilarang dan diancam dengan pidana. (Hamzah, 2014, hal. 96).

Menurut pandangan klasik subjek dari tindak pidana adalah orang

atau komisaris suatu

4-55).
hukum yang

akan satu dari

ditimpakan kepada pelaku” (Huda, 2017, hal. 7).

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan
menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu (Makaro, Tindak Pidana

Narkotika, 2005, p. 21) :
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a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi
dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri
sendiri.

b. Tlndak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli

ka. deak pldana yang ghyangkut produksi dan jual

i sempit, akan tetapi

s ww@“ %

e

(]
*';t
d

narkotika
arti  luas

D
>
(=]
~
[
—
o
QD
>

likasi. Seperti
an Narkotika

S 3 A Y N

Jan pemusnahan
Jan tindak pidana
gebukti perkara yang

Is diajukan dalam
an dalam Putusan
tersebut  terbukti
gka harus ditetapkan
pidana narkotika ada

tersebut diajrke Sfdangan semuanya. Dalam hal ini,
penyidik wajib membuat barita acara sehubungan dengan
tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan
pemusnahan  kemudian  dimasukkan  dalam  berkas
perkara.Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik
tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak
pidana.

h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah
umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya
dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu
dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur
(usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan
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memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan
narkotika merupakan tindak pidana.

4, Sanksi Terhadap Kurir Narkotika

ag Narkotika mengatur

menjual, membeli,
Yy menjadi perantara
al beli, menukar, atau
Narkotika
I, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh
tahun) dan pidana denda paling
sedikit Rp 1.000.000.000 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak
Rp 10.000.000.000 (sepuluh
miliar rupiah). (Pasal 114 ayat
(1) UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika).
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2. Menjadi kurir atau Dalam hal perbuatan
menawarkan  untuk  dijual,

perantara narkotika menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli,
Golongan |  dalam menukar, menyerahkan, atau

meaénma Narkotika Golongan |
dimaksud pada
dalam bentuk
elebihi 1
melebihi 5
atau dalam
fandman beratnya
I pelaku dipidana
: ati, pidana

1l hidup, atau
ling singkat 6
paling lama 20
n dan pidana
sebagaimana
adle ayat (1)
pertiga). (Pasal

\ L\ /'R
‘@

'S )

hukum
dijual,
"mémbeli, menerima,

B ‘

, atau
3 Narkotika
I, dipidana dengan
a penjara paling singkat 4
pat) tahun dan paling lama
12 (dua belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah). (Pasal

119 ayat (1))
4. Kurir atau perantara Dalam hal perbuatan
menawarkan  untuk  dijual,
dalam jual beli menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau
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narkotika Golongan

yang beratnya melebihi

5 (lima) gram

%

ssnneREAnAN Y

N

6. Kurir a

jual  beli

Golongan  Ill  yang

beratnya  melebihi

(Lima) gram

5

menyerahkan Narkotika
Golongan Il sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beratnya
melebihi 5(lima) gram, pelaku
dlpldana dengan pidana
penjara  seumur
pidana penjara
(lima) tahun

dua puluh)

: hukum
ntuk  dijual,
li, menerima,

Narkotika
ipidana dengan
appaling singkat 3
paling lama 10
dan pidana
sedikit

Pasal 124 ayat (1) )

antara jual beli narkotika
Golongan Ill yang beratnya
melebihi 5 (Lima) gram Dalam
hal  perbuatan  menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika
Golongan  1lIl  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beratnya
melebihi 5(lima) gram, pelaku
dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas)
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tahun dan pidana denda
maksimumsebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal
124 ayat (2) )

di sebelah utara berbataSa an Provinsi Sumatra Utara, di barat
dengan Sumatra Barat, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat
Malaka, selat Singapura dan laut Cina selatan.

Dengan di keluarkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang
pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan
berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat | Riau,

termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan
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PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim
Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau

Daratan RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan

melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan
Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap,
dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando
operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi

modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah

48



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

di bentuk pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau
langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka

menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan

esort Kepulauan Riau

‘ ‘ W\m\\“ .$‘ pgan tenaga

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des
52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru
sebagai ibu kota daerah Swatantra tingkat | Riau. Konsekwensi dari
keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat | Riau beserta
personil dan peralatannya harus di pindahkan dari Tanjung Pinang ke

Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan
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keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah
Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959.
Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah

. Rel12SiNG-Masi 8l Peperda (Penguasa
B

Sl )

<<

=

polisian dalam
paten Kampar

Bengkalis, dan

Kombes Pol R Sadikun KPKE au AKBP H Hutabarat, dan KP Tk 11
MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan
September Oktober dan November 1960. Tahap pertama sebanyak 36
orang tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi
Kemisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung

Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya
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mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar mengkoordinir pekerjaan
rutin bagian-bagian, menerima/meneruskan surat-surat yang bersifat

prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan

komisariat
ada tinggal
pr Kepolisian
jung Pinang

ang ke Pekanbaru

eJ@sai pemindahan

beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan
stafnya berkantor di JI Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan

berkantor di JI. Pintu Angin.

Dengan terpencar-pencarnya lokasi  perkantoran tersebut,

kepolisian komisariat riau merencanakan pembangunan markas
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terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang
disediakan panitia sangat minim, yakni Rp 5,5 juta untuk membangun

gedung yang bersifat semi permanent. Akhirnya KPKOM Riau Kombes

1@

<
v
L W
@

t Riau berhasil
| 1961 denan
aldpkan memiliki

itu, Kepolisian

Riau (Polda Riau) tak terlepa ilai-nilai yang menjadi dasar ataupun
pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu
UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai
pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia sebagai kerja anggota Polri

dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBA

NEGERTI”.
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1. Visi Polda Riau

Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan

upaya premitif

an proporsional
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meskipun peit 1S3 : yalahgunaan
narkotika i ' (uran or 35 Tahun
2009 tenta 3 a yang did ar 7 “ada janis pida ati #pidana penjara
seumur hid Aha pen;z aks B - ifigan dan pidana
denda yang A 1o i\ lah Supaya adanya rasa

takut untuk tigla ibat /dela enyal api masih saja

Dimana kasus ini penulis temukan di wilayah hukum Polda Riau.

Berdasarkan data Polda Riau (Saragih, 2020), Penulis mendapatkan data
mengenai penyalahgunaan narkotika tersebut yang dilakukan oleh seorang
perempuan sebagai kurir dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun
2018 dengan jumlah 834 orang penyalahgunaan narkotika, dan tahun 2019

dengan jumlah 524 orang penyalahgunaan narkotika serta tahun 2020 dengan
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jumlah 60 orang penyalahgunaan narkotika. Di antara jumlah penyalahgunaan
narkotika pada tiap tahunnya, penulis tertarik mengangkat mengenai Kkurir

narkotika yang dilakukan oleh seorang perempuan di wilayah hukum polda riau.

Dimana pada tal O orang, dan tahun

SOt ""6

sebagai sistem Strukte atau tidaknya hukum itu

.@‘\\‘

dilaksanakan dengan baik. Stro dasarkan UU No. 8 Tahun 1981
meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana
Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-
undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat

adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini

runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila
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tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.
Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung

dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

hukum tindak pidana narkotika dilak# gdengan cara preventif maupun represif.
Pertama, dimulai dari tindakan pencegahan (preventif) yang merupakan segala
usaha atau tindakan yang bersifat untuk mencegah suatu pelanggaran hukum
melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan
yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan BNN dan instansi-

instansi terkait serta masyarakat, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada
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saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan
pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan

narkotika, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli,

terjadinya PEe aan Nark ] ptfitidak berhasil
maka dilakiika dakan re augdtindakan yang

memang d

L8 H‘
ketentuan dang yang he a te S glafiggaran hukum.

yidik. Dalam menangani
tindak pidana penyalahgunaa aka polisi sebagai penyidik
memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani
tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar
yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan,
penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang

berlaku. (Siagian, 2021)
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Namun dalam pelaksanaan penyidikan tersebut, ada beberapa strategi
yang diterapkan oleh jajaran Resnarkoba Polda Riau dalam mengungkap kasus

penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah 1) Teknik Observasi yaitu

atau orang untuk

S“Vapyant .03

“meninjau atau

dilakukan
memperol
diperoleh
sumber, ku

terus-mener

RS S\ A )R 5

<« 2"

bagi pelaku
Agen) dimana

cara membuat t K N0a dikat? narkotika. setelah

penyidikan melakukan peyerahan narkoOtika yang diawasi oleh aparat (controled
delivery) maksudnya adalah petugas kepolisian bertindak sebagai pembeli
sedangkan penjual adalah orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan
dan benda yang dibeli adalah narkotika. Penyelidik/penyidik dapat pula
melakukan cara pengiriman dan penyerahan narkotika kepada penerima oleh

kurir yang merupakan tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi.
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Penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya
dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya

serta melakukan penyitaan barang bukti narkotika. 5) Teknik pembelian secara

er buy) maksudnya

al_pen .\“ :
h““ .? idik tetapi

polri, sedangkan untuk penyidik PNS tidak diberikan wewenang tersebut.

(Victor, 2021).

Penyadapan itu hanya boleh dilakukan terhadap seseorang yang diduga
keras membicarakan masalah narkotika illegal. Untuk dapat melakukan tindakan

tersebut penyidik polri sebelumnya harus mengetahui atau mendapat informasi
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terlebih dahulu, bahwa ada seseorang yang terlibat kegiatan narkotika secara

gelap. Penyidik polri harus mengetahui nomor telponnya, serta menghubungi

pejabat kantor telepon (PT Telkom) untuk dapat menyadapnya. Penyidik polri

terhadap ti
yang meru

hukum melz

dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Dimana penyidikannya sesuai prosedur

yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.
14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan

penyelidikan yakni:
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1. Pengolahan TKP
a) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang
bukti, identitas tersangka dan saksi/korban untuk kepentingan
penyelidikan
b) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka dan barang
buld

erjadi dengan
apa, dimana,

Menyatu dengs DK tertentu untuk memperoleh peran
dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku
tindak pidana

¢) Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik
penyamaran sebagai calon pembeli (udercover buy),
penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi
narkoba sempai tempat tertentu (controlled delivery),
penyamaran  disertai  penindakan/pemberantasan  (raid
planning execution)

6. Pelacakan (tracking)

a) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana
dengan menggunakan teknologi informasi
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b) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol,
kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait
c) Melakukan pelacakan aliran dana yang digunakan dari hasil
kejahatan. (Lestari, 2017, p. 605)
7. Penelitian dan analisis dokumen
Penelitian @@g_analisis dokumen, yanggdilakukan terhadap kasus-

i melalui

Untuk selanjutnya, apabila dalam kegiatan penyelidikan didapatkan bukti
dan tersangka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika penyidik akan
melakukan kegiatan penyidikan. Sementara kagiatan penyidikan dilakukan

secara bertahap yang meliputi :

a. Penyelidikan
b. Pengiriman SPDP
c. Upaya paksa
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1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penahanan

4. Penggeledahan
5

6

. Penyadapan

selaku Kahag S 4" fakead gl pelaksanaan
penegakan MRtk ) arkoti ‘ . i amin laki-laki
maupun perempéa ARy samakan da : hukum bukan
karena dia s

atau lapas. Pe

%‘?‘E\
iﬂa
g%,-.

—
D
=
>0
QD
o
QD
<
ge)
D
-
D
3
e
L
D
>
QD
>
«Q
«Q
o
—
D
—
[
o
[
>

dalam lapas

anggota tubuh oleh Polisi Laki-laki (Polki). Ini menjadi salah satu perbedaan
pemeriksaan fisik antara laki-laki dan perempuan saat dilakukan pemeriksaan

oleh pihak kepolisian.

Menurut kesimpulan yang dapat penulis simpulkan atas hasil wawancara

adalah tidak ada perbedaan penegakan hukum antara penyalahgunaan yang
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dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan baik dia Bandar, Pengedar, kurir dan
Pemakai tetapi sama perlakuannya dalam hal penyelidikan. Yang

membedakannya hanyalah pada saat penggeledahan tubuh perempuan di lakukan

esif, Merupakan upaya
oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian,
penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna, bandar maupun
pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Kemudian dengan melakukan
sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya

penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara moril kepada
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masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal

pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu depgan melakukan kerjasama

dan memberikan pengetahuan Kep memberikan sosialisasi
melalui radio, televisi dan majalah-majalah. Kemudian memasangkan spanduk

dijalan, dan melakukan penyuluhan ke desa-desa.

Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika,
upaya yang dilakukan adalah yang dengan melakukan program pembinaan atau

program preemtif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif.
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Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada
pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap

pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari

awat inap dan ada

S TTERES N 1)

put pasca rehab. Dalam
pasca rehab ada program J® . . @.ﬁ‘*‘ pasca rehab juga tidak
berhasil masuk lagi rehap tahap kedua. Karena rehap itu koordinasir merubah
suatu kebiasaan, pecandu mengalami ganguan psikologi (jiwa). Hukuman/sanksi
yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Riau adalah hukuman
penjara, besarnya masa hukuman penjara tergantung dari hasil barang bukti dari

ditangkap, harus direhap selama 6 bulan apabila sesuai  dari

laporan/penangkapan, dengan barang bukti yang dibawa dibawah 3,5 gram.
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Hukuman pidana, bukan hanya dipidana apabila terbukti tapi pengguna juga
dipidanakan. Sekarang sudah mulai dijalankan yaitu BAP jadi prosesnya melalui

asisten medis, dokter, psikolog juga dengan tim hukumnya dari pihak kepolisian,

ik B! ang sudal. i ‘“ . saat penangkapan
awal dib HW"A“ .ea u apabila
terbukti, : aka an pidana.

Kemudia KUman bagi (- i pemakai

direhabilita s arang : aya' melebihi 3,5

gram maka

anggota tubuh seorang Q @ ““W J0ota penyidik perempuan

dan tempat tahananya jika di P8 maka akan ditempatkan di lapas

perempuan.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan penulis bahwa dari pihak
BNN sudah melakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum untuk
memerangi permasalah narkoba yang terjadi di Riau. Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi
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kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika. Upaya

penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat

esudah kejahatan

““““ .@@ pada  sifat

“repressive”

luas. Sertafipe | efdiri tidak ada
perbedaan JIKE | eorang laki ata fMpuan. Baik dia
pemakai,

pemberantas

2021):

1) DD (nama samaran)
Merupakan seorang ibu rumah tangga (IRT) yang baru membina
Rumah tangga lebih dari satu tahun. Disamping ibu rumah tangga

DD juga seorang mahasiswi di salah satu Universitas yang ada di
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Pekanbaru. DD yang belum dikaruniani anak ini menikah dengan
seorang pemuda Yyang pekerjaannya tidak menetap dan

berpenghasilan standar. Menurut DD, karena merasa belum

pihak sepakat
a, dan ada juga

tergantung

tahun. Selama kurung waktu tersebut DD berhasil mendapatkan
pendapatan sekali transaksi paling banyak 3 juta dan paling
sedikit 1 juta dalam sekali transaksi. Suami DD yang mengetahui
pekerjaan istrinya tidak menghiraukannya dan bahkan tidak

melarangnya. DD yang di tangkap saat sedang mengedarkan

narkoba membuat orang tuanya kaget dan kecewa atas perbuatan
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2)

yang dilakukan anaknya dibelakang mereka. Setelah di jatuhkan

vonis hukuman selama 5 tahun 2 bulan, DD yang menjalankan

hukuman tahanan di Lapas Kelas Il A Pekanbaru.

menyenangkan dari

“!\‘\“ .?" a tertekan

engaruhi DD

karena faktor

hukum yang dilakukan pthak penyidik pada saat penangkapan DD
la mengakui mendapatkan tekanan dari pihak kepolisian dalam
melakukan wawancara atau saat melakukan introgasi.

YS (hama samaran)

Merupakan seorang Ibu Rumah tangga (IRT) yang lahir tahun 76.

YS kesehariannya hanya sebagai seorang pedagang kios sampah.
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YS yang berstatus janda sudah hampir lebih dari delapan tahun
membuatnya menjadi tulang punggung untuk keluarga kecilnya

yang harus menghidupi 4 orang anak. YS mempunyai 4 orang

tanpa berfikir akan

terlibat dalam narkoba Karena mengingat tuntutan ekonomi anak
yang harus dipenuhinya.

Tidak lama selang beberapa bulan, YS ditangkap karena
temannya yang ditangkap sebelumnya memberitahukan atas

keterlibatan YS yang bekerja sama dengan temannya. YS
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ditangkap 2020 dan di fonis hukuman 5 tahun 1 bulan. YS yang

menjalankan hukuman tahanan di Lapas Kelas 1l A Pekanbaru.

YS juga mendapatkan perlakuan kurang baik dari pihak polisi

yang sering menuntut membuat YS tidak bisa berpikir panjang
untuk mendapatkan uang dari pekerjaan lain selain menjadi
pengedar narkoba karena menjadi pengedar narkoba memang
sudah mempunyai link dari temannya yang sudah YS kenal. la

juga mengakui mendapatkan tekanan saat pihak kepolisian

melakukan wawancara terkait ia terlibat menjadi kurir narkotika.
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B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di

Wilayah Hukum Polda Riau

dilakuke En'e apa Isan hakim.
Penegaka a aKior penangkal
terhadap agperdagange peredara Jﬂ <a, tapi dalam
kenyataanny@ Sema Sl : um, semakin

meningkat

Tin ¢ idak ‘aka as Karena walaupun
sudah ada aturdfiyangijel: g Na dagangan gelap

narkotika teré g E : adi agbelakunya adalah

sehingga diharapkannya dapat dit€ & Jumlah kasus narkotika yang terjadi.
Adapun upaya penegak hukum diatas dalam pemberantasan penyalahgunaan

narkotika sendiri masih mengalami kendala-kendala.

Untuk hambatan-hambatan pemberantasan narkotika yang dilakukan
perempuan sebagai kurir yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau, penulis

mewawancari beberapa narasumber yaitu yang pertama pihak kepolisian, yang
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kedua BNN yang juga merupakan instansi yang bekerja sama dengan pihak

kepolisisan untuk mencegah dan memberantas narkotika.

Hasil wawancaga penulis dengan Bapak \dctor Siagian, diakui oleh

tapi  kami S0 K _meng 3 ; batan dalam
Jaran narkotika

am penegakan

wanita (polwan) sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan
hukum mengingat sungguh sangat tidak seimbang bila
dibandingkan dengan luasnya wilayah yang di jadikan target
operasi razia narkoba.

3. Kurangnya informasi yang diberikan oleh warga masyarakat

baik secara langsung maupun tidak langsung mengetahui
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adanya suatu peredaran narkotika dan transaksi narkotika yang
sedang berlangsung.

4. Transaksi Narkoba dilakukan secara rahasia sehingga sulit

tidak ada padanyd, misalnya saja pada saat dilakukan
penangkapan pelaku membuang barang haram tersebut.
Sehingga barang haram tersebut tidak lagi ada padanya seperti

yang terdapat pada salah satu unsur pasal yang terdapat dalam

UU Narkotika. Barang haram tersebut hanya menjadi barang
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temuan dan ini menjadi salah satu kendala yang sering
dijumpai di lapangan oleh pihak kepolisian.

7. Kesiapan petugas pada saat penangkapan juga harus

ala dalam bertugas.

‘ ‘ !“1“‘ '0@ , terkadang

a oleh petugas
suatu kendala

g diperhatikan

penyergapan atau
penangkapan kepada pengedar narkotika. Hal ini disebabkan
para pengedar/kurir sulit diajak bertemu sebab pengedar/kurir
narkotika tersebut kebanyakan hanya menjual atau memberikan
barang haram tersebut dan akan bertemu langsung kepada

pembeli dan kemudian melakukan transaksi langsung dengan

orang-orang yang sudah biasa berlangganan dengannya. Untuk
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masih ba

kurir perempuan juga melakukan hal yang sama pada
umumnya, ini tidak akan mudahnya memberikan narkotika

tersebut kepada orang yang belum pernah bertransaksi

ati untuk memberikan

kan, bahwa

ni:

ak kepolisian
atau fasilitas
hukum akan
tersebut, antara
gipendidikan dan
yang memadai,

hal-hal itu tidak

hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Yang mana kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika
sekarang bukan hanya laki-laki saja tapi perempuan juga
termasuk kedalamnya sehingga perlunya penambahan jumlah
personil penyidik baik porsonil polisi laki-laki(polki) dan polisi

Wanita (polwan) sehingga melancarkan penegakan hukum oleh
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pihak kepolisian yang mana hal ini merupakan hal yang paling
diperlukan dalam upaya melancarkan penegakan hukum secara

maksimal di wilayah hukum polda riau mengingat sangat luas

masyarakat
) mengetahui
arkotika yang

‘,'.
‘.* Syafakat sangatlah
=

Han™ Bal pemberantasan

hati dan modus operandi yang beragam dan cerdik dalam
memuluskan niat jahatnya agar terhindar dari upaya pihak
kepolisian dalam mengidentifikasi para penyalahguna narkotika
ini yang mana mereka juga menggunakan seorang perempuan
untuk di jadikan kurir narkotika sebagai modus operandinya

untuk menghindari kecurigaan dari pihak kepolisian.
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5. Mengenai pihak kepolisian terkadang mengalami kesulitan
untuk membuktikan bahwa narkotika yang ada adalah “barang”

milik pelaku, kesiapan petugas pada saat penangkapan. Agar

aal dan meminimalisir

Bripka Firdaus

Amin S.sos te \ yar lalain upaya penegakan

1. Kendala dari seg @ dan prasarana dalam penanggulangan
penyalahgunaan narkotika seperti tidak adanya penyediaan
perangkat teknologi

2. Kurangnya personil dilapangan

3. Alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim

terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya
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lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan
tersebut.

4. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-

g memadai)

“KM‘\“ .’@‘ i, mengenai

akukan pertemuan antara

Sehinggal hal tersebut yang
menyebabkan kendala dari penegakan hukum oleh BNN dalam
mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh
Pemakai, Bandar, Pengedar dan kurir.

2. Kekurangan personil BNN juga merupakan kendala yang sangat serius

mengingat luas yang menjadi target pemberantasan penyalahguaan
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narkotika yang sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah personil
meraka dalam upaya penegakan hukum oleh BNN.

3. Kekurangan dana alokasi untuk BNN melakukan penyuluhan,

ingat mereka perlu

S Uyt Y “

di klub malam yang membUtuhkan alat tes urine untuk membuktikan
positif/negative pengguna narkotika.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran
dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN.
Karena masyarakat sendirilah yang setiap hari melihat gerak-gerik dari

para pengedar/kurir narkotika ini. Masyarakat yang mengetahui apa
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yang terjadi dalam wilayah mereka. Seperti kebanyakan kasus
narkotika yang tertangkap karena laporan dari warga yang sudah resah

akibat transaksi jual beli narkotika.
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A. Kesimpulag

BAB IV

PENUTUP

hukum polda
dari tindakan
cara represif
merupakan inti
enegak hukum

ada perbedaan

ya hanyalah pada saat

penggeledahan tubl puan di lakukan oleh polisi wanita
(polwan) dan tempat tahanannya apabila di vonis oleh hakim di
pengadilan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Dari
penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut

penyidikannya sesuai prosedur yang mengacu pada Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012
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B. Saran

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Namun
disamping pihak kepolisian melakukan penyidikan masih banyak

yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi seperti meningkatkan

‘ : ‘ an kepada tersangka
‘ ! !‘I\‘ .@ a ) terpidana
e akuan yang

‘; bkan mereka

tindak pidana

rir di wilayah

b LY

antitas sumber

A dan prasarana

X

peK Dlogi, kurangnya

an hukum dengan

eventif), serta faktor

1. Sebaiknya aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai
garda terdepan lebih memperbaiki kualitas penegak hukumnya.
Dari penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian
tersebut, penyidikannya belum sesuai prosedur yang mengacu
pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.

14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
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Namun disamping pihak kepolisian melakukan penyidikan banyak

yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi seperti meningkatkan

sumber daya manusia (SDM) dan pendekatan kepada tersangka

dipersiapkan secara maksimal dalam segala hal baik itu sarana dan
prasaranan, jumlah personil penyidik maupun kualitas
penyidiknya sendiri dalam penyidikan agar tidak ada hambatan
yang terjadi di lapangan sehingga penegakan hukum dapat

berjalan sebagaimana mestinya.
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A. WAWANCARA PENELITIAN

a. Kepada pihak Polda

agaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap kurir

< Yegggne® 30@,

perempuan

6. Bagaimana tanggapan ibu terhadap penegakan hukum
mengenai kasus ibu ini?

c. Kepada Pihak BNN.
1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap kurir
narkotika, dalam hal ini pelaku adalah seorang perempuan?

2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap perempuan
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sebagai kurir Narkotika?

3. Adakah perbedaan penegakan hukum antara laki-laki dengan

perempuan sebagai kurir narkotika?

ang menjadi penye puan terlibat dalam
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